
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS SOSIAL

Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas – Mamuju 91512
e-mail : tupgubsulbar@  g  mail.com   website : https://www.sulbarprov.go.id/

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. ABDUL WAHAB HASAN SULUR, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHARDI DUKA

Jabatan : Gubernur Sulawesi Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi  yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 25 Februari 2025

Pihak Kedua       Pihak Pertama,

Gubernur  Sulawesi Barat,                   Kepala Dinas,

${ttd2} ${ttd1}

Suhardi Duka                              Drs. H. Abd Wahab Hasan Sulur, M.Si
       Pembina Utama Madya/(IV.d)
       Nip. 19711018 199101 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                               1 / 2                               1 / 2



LAMPIRAN   PERJANJIAN KINERJA     TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1. Meningkatnya Kesejahteraan

dan  Fungsi  Sosial  bagi
Penduduk Miskin dan Rentan

Persentase Penanganan Pemerlu
Pelayanan  Kesejahteraan  Sosial
(PPKS)

46,15%

2. Meningkatnya  Kemampuan,  
Partisipasi,  Peran dan Fungsi
Potensi  Sumber  Kesejahte
raan Sosial (PSKS)

Persentase  Pemberdayaan
Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS)

50%

3. Meningkatnya  Kualitas  Tata
Kelola  Pemerintahan  Lingkup
Dinas Sosial

Nilai RB Pemda Provinsi Sulawesi
Barat 

70,00 Poin

4. Meningkatnya  Pengelolaan
Tata  Laksana  Lingkup  Dinas
Sosial

Nilai SAKIP Lingkup OPD 78,00 Poin

5. Meningkatnya Pengelolaan Da
ta/Informasi Lingkup Dinas Sos
ial

Indeks SPBE Lingkup OPD 3,10 Poin

6. Meningkatnya  Pengelolaan
Keuangan  Lingkup  Dinas
Sosial

Persentase  Capaian  Anggaran
Lingkup OPD

99,90%

7. Meningkatnya  Kualitas Indeks
Profesional  ASN  Lingkup
Dinas Sosial

Indeks IP ASN Lingkup OPD 81.00 Poin

Program Anggaran Keterangan

1. Program  Penunjang  Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi

Rp. 10.550.894.622 Anggaran APBD 2025

2. Program Pemberdayaan Sosial Rp. 496.091.080 Anggaran APBD 2025

3. Program Rehabilitasi Sosial Rp. 2.259.769.422 Anggaran APBD 2025

4. Program  Perlindungan  Dan
Jaminan Sosial

Rp. 3.638.850.021 Anggaran APBD 2025

5. Program Penanganan Bencana   Rp. 2.543.386.560 Anggaran APBD 2025

6. Program  Pengelolaan  Taman
Makam Pahlawan

Rp. 105.839.920 Anggaran APBD 2025

Mamuju, 25 Februari 2025

Pihak Kedua              Pihak Pertama,

Gubernur  Sulawesi Barat,               Kepala Dinas,

${ttd2}      ${ttd1}

Suhardi Duka    Drs. H. Abd Wahab Hasan Sulur, M.Si
   Pembina Utama Madya/(IV.d)
   Nip. 19711018 199101 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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